
 
 

 

  
29 JANUARI  202 1 

 

 

 

 



 

1 
 

 

Newstrend Ketenagakerjaan 

29 Januari 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil 
Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan 500.000 pekerja terampil di 

sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Hal ini untuk mendukung lima destinasi 

pariwisata super prioritas (DPSP). Nanti sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja 

formal, tetapi juga informal, selain itu, terdapat dua sektor lainnya yaitu kuliner dan 

kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

Untuk mendukung hal tersebut Kemenaker melakukan Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi 

Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta 

dengan PT Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Nota 

kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemenaker untuk pemulihan 

di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan 

kerja. 
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Judul  KABAR GEMBIRA, Akhirnya Terungkap BLT BPJS Ketenagakerjaan 
Termin 3 Akan Cair Bulan Ini, Begini Kata Menaker 

Nama Media  cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com 

Newstrend  Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL  https://cerd ikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr -861344984/kabar-
gembira-akhirnya-terungkap-blt-bpjs-ketenagakerjaan-termin-3-akan-
cair-bulan-ini-begini-kata-menaker 

Jurnalis  Sutama Muhammad 

Tanggal  2021-01-29 07:40:00 

Ukuran  0 

Warna  Warna 

AD Value  Rp 17.500.000 

News Value  Rp 52.500.000 

Kategori  Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan  Korporasi 

Sentimen  Positif 

 
 

Narasumber  

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak 
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya 
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) kirim aduan 

 

Ringkasan  

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan subsidi gaji Bantuan Tunai 
Langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pencairan subsidi gaji hanya tinggal menunggu 
persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah, pemerintah terus berupaya agar subsidi gaji dicairkan bulan ini. 

 

KABAR GEMBIRA, AKHIRNY A TERUNGKAP BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TERMIN 3 
AKAN CAIR BULAN INI, BEGINI KATA MENAKER  

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan subsidi gaji Bantuan Tunai 
Langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pencairan subsidi gaji hanya tinggal menunggu 
persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah, pemerintah terus berupaya agar subsidi gaji dicairkan bulan ini. 
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ñTotal penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 
perusahaan," kata Menaker Ida pada Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, 
Senin 18 Januari 2021. 

Ia mengakui masih ada karyawan yang belum menerima subsidi gaji tahun 2020 baik termin 1 
maupun termin 2.  

Dikutip dari kemnaker.go.id, rekening yang belum dapat tersalurkan tersebut, kata Menaker, 
dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening 
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak 
sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," tutur Ida Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai 
bentuk pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. 

Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, 
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

ñJadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali,ò kata Menaker Ida Fauziyah melanjutkan. 

Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan sisa subsidi gaji 2020 ini? 

Dikutip dari berbagai sumber, berikut cara mengecek siapa saja penerima BLT BPJS 
Ketenagakerjaan: 

- Buka laman resmi Kemnaker di kemnaker.go.id 

- Klik tombol "Daftar" di bagian kanan atas website  

- Lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi NIK dan nama orang tua, bisa ayah atau ibu 

Klik "Daftar Sekarang" 

- Setelah selesai, Kemnaker akan mengirimkan kode OTP yang akan dikirimkan via SMS ke nomor 
ponsel yang sudah didaftar sebelumnya 

- Lakukan aktivasi akun setelah mendapatkan kode OTP 

- Kembali ke laman Kemanker.go.id dan klik tombol "Masuk atau Login" 

- Anda diharuskan mengisi kolom formulir dalam website yang terbagi dalam 7 tahapan. 

- Pastikan semua kolom diisi dengan data yang lengkap dan benar mulai dari foto profil, status 
pernikahan, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan lainnya 

- Setelah semuanya terisi, akan muncul status pemberitahuan Anda di dashboard apakah masuk 
dalam daftar penerima bantuan subsidi upah yang diusulkan dari BPJS Ketenagakerjaan ke 
Kemnaker 

- Dalam dashboard tersebut, terdapat tombol "kirim aduan" jika Anda sudah terdaftar di sistem 
Kemnaker namun Anda belum menerima subsidi gaji.  
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Judul  Menyiapkan Generasi Kokoh 

Nama Media  sindonews.com 

Newstrend  Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 

Halaman/URL  https://ekbis.sindonews.com/read/317308/33/menyiapkan -generasi-
kokoh-1611842498 

Jurnalis  Koran SINDO 

Tanggal  2021-01-29 06:45:00 

Ukuran  0 

Warna  Warna 

AD Value  Rp 17.500.000 

News Value  Rp 52.500.000 

Kategori  Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan  Korporasi 

Sentimen  Positif 

 
 

Narasumber  

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah ini kami lakukan dengan membangun 
talent hub sebagai wadah pengembangan talenta, menyelenggarakan program-program 
pelatihan yang berorientasi masa depan, menyelenggarakan program kewirausahaan digital dan 
industri kreatif, dan membangun talent corner di daerah melalui BLK-BLK Kementerian 
Ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menjawab bonus demografi, kami akan 
meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menjawab bonus demografi, kami akan 
meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif 

 

Ringkasan  

Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia, generasi milenial akan memiliki peran 
sentral di era bonus demografi pada 2030. Generasi ini mesti unggul dan bersaing karena akan 
menentukan arah dan masa depan negeri, termasuk kepemimpinan nasional. Dengan bonus 
demografi diharapkan Indonesia mengalami kemajuan luar biasa, bahkan berpeluang masuk 
menjadi lima negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Indonesia sendiri diprediksi akan 
mengalami masa bonus demografi pada 2020-2035, dan mencapai puncaknya pada 2028-2030. 
Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika 
proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan.  

 

MENYIA PKAN GENERASI KOKOH  

Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia, generasi milenial akan memiliki peran 
sentral di era bonus demografi pada 2030. Generasi ini mesti unggul dan bersaing karena akan 
menentukan arah dan masa depan negeri, termasuk kepemimpinan nasional. 
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Dengan bonus demografi diharapkan Indonesia mengalami kemajuan luar biasa, bahkan 
berpeluang masuk menjadi lima negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Indonesia sendiri 
diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 2020-2035, dan mencapai puncaknya 
pada 2028-2030. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu 
kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk 
keseluruhan. 

Bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan 
menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 
tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15 -64 tahun). Seyogianya 
fenomena ini dijadikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan 
produktivitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif yang berlimpah.  

Menyoal anak muda, kini memang lebih dikenal dengan sebutan milenial. Bahkan generasi ini 
disebut-sebut akan jadi bonus demografi Indonesia pada 2030. Generasi milenial juga disebut 
generasi Y, mereka yang lahir antara 1981 dan 1996 adalah bagian dari milenial. Ada juga 
penerus milenial yang disebut generasi Z (gen Z), dan generasi di atas milenial yakni generasi 
X. 

Generasi milenial atau gen Y menjadi istimewa karena generasi ini sangat berbeda dengan dua 
generasi lain. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup dan tata cara 
mereka membentuk, menentukan ukuran (jumlah) serta mengelola keluarga agar menjadi 
keluarga yang berkualitas. Mereka adalah generasi yang mau menerima sesuatu jika hal tersebut 
relevan dengan mereka dan dianggap mempunyai manfaat serta menguntungkan untuk hidup 
mereka. 

Terkait dengan bonus demografi bagi generasi muda tersebut terutama kalangan milenial, 
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menyiapkan beberapa strategi penanganan. 
Pertama, melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) yang akan diperkuat menjadi pusat 
pengembangan tenaga kerja unggul dan berdaya saing, baik di tingkat lokal, nasional maupun 
internasional. "Untuk menjawab bonus demografi, kami akan meningkatkan kualitas, kapasitas, 
dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif," kata  Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah kepada KORAN SINDO kemarin. 

Kedua, mengembangkan link and match ketenagakerjaan. Kemenaker akan mengintegrasikan 
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam satu bisnis proses yang utuh. Ini untuk memastikan 
agar orang yang dilatih langsung terserap ke pasar kerja dan orang yang akan bekerja dilatih 
terlebih dulu agar dapat bekerja secara kompeten. Untuk ini sedang dibangun unit kerja khusus, 
yaitu pusat pasar kerja dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja secara digital. 

Ketiga, transformasi perluasan kesempatan kerja. Kemenaker sangat menyadari bahwa pasar 
kerja tak dapat menampung seluruh angkatan kerja, terleb ih di saat pandemi ini. Untuk itu, 
Kemenaker mengembangkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, 
berupa program kewirausahaan. Kemenaker merekrut, melatih, membantu modal usaha, 
melakukan inkubasi, dan mendampingi anak-anak muda potensial untuk dijadikan wirausaha. 
ñLahirnya wirausaha-wirausaha yang berhasil akan dapat membuka kesempatan-kesempatan 
kerja baru bagi anak-anak muda. Untuk itu kami sedang memperkuat dan menambah balai-balai 
perluasan kesempatan kerja dan membentuk inkubator-inkubator kewirausahaan di seluruh 
Indonesia,ò ujar Ida. 

Keempat, mengembangkan talenta muda. Kemenaker sangat paham bahwa revolusi industri 
yang melahirkan otomatisasi dan disrupsi telah berdampak serius bagi dunia ketenagakerjaan. 
Jutaan pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh. 
Untuk menjawab future job itu, Kemenaker merekrut, mengorganisir, mengembangkan dan 
memfasilitasi banyak talenta muda yang potensial agar mereka dapat masuk ke pasar kerja atau 
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berwirausaha. ñLangkah ini kami lakukan dengan membangun talent hub sebagai wadah 
pengembangan talenta, menyelenggarakan program-program pelatihan yang berorientasi masa 
depan, menyelenggarakan program kewirausahaan digital dan industri kreatif, dan membangun 
talent corner di daerah melalui BLK-BLK Kementerian Ketenagakerjaan,ò kata Menteri Ida. 

(Baca juga: Mau Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah dari Bappenas? Simak Kriteria 
Penilaiannya ) 

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi mengatakan, pandemi membukakan mata 
semua orang tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI). Bappenas pun 
mempersiapkan SDM yang terampil dalam perekonomian digital. Itulah sebabnya pemerintah 
melakukan investasi pengembangan jaringan internet, seperti Palapa Ring. 

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dengan cara nontunai. Pola ini bukan 
sekadar untuk mempermudah skema penyaluran. Dengan bantuan nontunai, masyarakat 
menjadi bisa mengakses layanan jasa teknologi finansial (financial technology/fintech). Para 
pelaku usaha nantinya tinggal melakukan pengembangan lebih lanjut. Bappenas pun berusaha 
menghubungkan para petani pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pasar 
di daerah lain bahkan berbeda negara. ñKami mempersiapkan masyarakat yang lebih baik dalam 
menghadapi peluang ekonomi gara-gara perkembangan TI. Termasuk menyiapkan sekolah-
sekolah reguler dan kejuruan, serta latihan untuk UMKM. Kemudian mendorong paket kemitraan 
bahwa seorang petani kopi harus berpikir pasarnya bukan hanya di kota atau kabupaten 
sekitarnya saja, tapi bisa provinsi atau dunia,ò tuturnya. 

Berkembangnya TI dikhawatirkan menggerus penggunaan tenaga manusia? Pungky menepis hal 
itu. ñItu hanya kekhawatiran di atas kertas. Kalau kita enggak berbuat apa-apa dan membiarkan 
orang tidak boleh belajar TI, mungkin itu akan terjadi. Artinya, semua akan dikuasai art ificial 
intelligence. Akan tetapi, apa iya manusia akan membiarkan dirinya seperti itu, kan enggak,ò 
bantahnya. 
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Judul  BLT Subdisi Gaji Pekerja Bakal Dilanjutkan di 2021 Karena Hal Ini. 

Nama Media  wartaekonomi.co.id 

Newstrend  Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL  https://www.wartaekonomi.co.id/read325211/blt -subdisi-gaji-pekerja-
bakal-dilanjutkan-di-2021-karena-hal-ini 

Jurnalis  redaksi 

Tanggal  2021-01-29 06:43:00 

Ukuran  0 

Warna  Warna 

AD Value  Rp 17.500.000 

News Value  Rp 52.500.000 

Kategori  Ditjen PPK & K3 

Layanan  Korporasi 

Sentimen  Positif 

 
 

Narasumber  

negative - Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) Kebijakan itu sebaiknya konsisten. Jadi kalau 
tahun lalu diberikan tahun ini selama masih ada pandemi seharusnya dilanjutkan 

negative - Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) Kalau tidak dilanjutkan seharusnya pemerintah 
menyampaikan alasan menghentikannya. Evaluasi memang harus dilakukan. Apabila memang 
tidak efektif harus disampaikan ke publik 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

 

Ringkasan  

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai ( BLT ) gaji kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta pada tahun 2020. Total 
sebanyak 24.537.303 pekerja telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. Namun 
sayangnya, hingga kini Kemnaker belum bisa memastikan apakan program itu akan kembali 
dilanjutkan atau tidak di tahun 2021. Padahal, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih 
menimpa para pekerja di Tanah Air. 

 

BLT SUBDISI GAJI PEKERJA BAKAL DILANJUTKAN DI 2021 KARENA HAL INI . 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai ( BLT ) gaji kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta pada tahun 2020. Total 
sebanyak 24.537.303 pekerja telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. 

Namun sayangnya, hingga kini Kemnaker belum bisa memastikan apakan program itu akan 
kembali dilanjutkan atau tidak di tahun 2021. Padahal, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 
masih menimpa para pekerja di Tanah Air. 
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"Kebijakan itu sebaiknya konsisten. Jadi kalau tahun lalu diberikan tahun ini selama masih ada 
pandemi seharusnya dilanjutkan," kata Direktur Riset CORE Piter Abdullah kepada Okezone, 
Rabu (27/1/2021).  

Dia menyebut harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apabila memang penyaluran BLT gaji 
tak lagi dilanjutkan. Sehingga, para pekerja pun tak mengharapkan dan menunggu sesuatu yang 
tidak pasti. 

"Kalau tidak dilanjutkan seharusnya pemerintah menyampaikan alasan menghentikannya. 
Evaluasi memang harus dilakukan. Apabila memang tidak efektif harus disampaikan ke publik," 
ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi 
gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi 
gaji dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 110.762 pekerja yang belum menerima 
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji pada gelombang 1 dan 159.727 pekerja di 
gelombang 2, sehingga totalnya adalah 270.489 pekerja tidak mendapatkan BLT subsidi gaji. 

Ada beberapa hal yang membuat 270 ribu pekerja ini belum dapat BLT subsidi gaji. Salah satunya 
soal rekening. Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa 
hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir 
karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 
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Judul  TANTANGAN MEMAKSIMALKAN BONUS DEMOGRAFI 

Nama Media  Koran Sindo 

Newstrend  Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 

Halaman/URL  Pg1&10 

Jurnalis  f.w bahtiar  

Tanggal  2021-01-29 06:08:00 

Ukuran  541x260mmk 

Warna  Warna 

AD Value  Rp 738.465.000 

News Value  Rp 7.384.650.000 

Kategori  Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan  Korporasi 

Sentimen  Positif 

 
 

Narasumber  

positive - Nopitri Wahyuni (None) Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi 
musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran, 

 

Ringkasan  

Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang mencapai 70,72% dari total populasi di Tanah 
Air diyakini menjadi modal besar dalam menopang pembangunan nasional. Namun, untuk 
mewujudkannya perlu strategi jitu agar melimpahnya kelompok usia produktif bisa memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian. 

Masalahnya, di masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda ini keberadaan kelompok 
berusia produktif justru terancam. Pandemi telah berdampak pada bertambahnya jumlah 
pengangguran, berkurangnya lapangan kerja, hingga kehilangan pendapatan masyarakat akibat 
terpangkasnya peluang ekonomi dan jam kerja.  

Lalu, bagaimana seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi sebesar itu? 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. 
Jika dapat mengelola dengan baik maka hal akan menjadi berkah demografi yang sangat penting 
untuk menopang pembangunan ekonomi. "Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat 
menjadi musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran,"kata 
lda kepada KORAN SINDO kemarin. 

 

TANTANGAN MEMAKS IMALKAN BONUS DEMOGRAFI  

Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang mencapai 70,72% dari total populasi di Tanah 
Air diyakini menjadi modal besar dalam menopang pembangunan nasional. Namun, untuk 
mewujudkannya perlu strategi jitu agar melimpahnya kelom pok usia produktif bisa memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian. 

Masalahnya, di masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda ini keberadaan kelompok 
berusia produktif justru terancam. Pandemi telah berdampak pada bertambahnya jumlah 
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pengangguran, berkurangnya lapangan kerja, hingga kehilangan pendapatan masyarakat akibat 
terpangkasnya peluang ekonomi dan jam kerja. 

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pekan lalu, penduduk produktif di Indonesia 
berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020 mencapai 70,72% dari total pop ulasi 270,2 juta jiwa 
per September lalu. Artinya, ada sekitar 194,5 juta jiwa yang masuk usia produktif di rentang 
usia 15-64 tahun. Data BPS ini sedikit berbeda dengan angka yang disampaikan dalam sistem 
Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2020 yang 271,35juta jiwa per Desember lalu.  

Kondisi ini, ujar Kepala BPS Suhariyanto, menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam masa 
bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya tahun ini. Menurut dia, data tersebut 
akan bermanfaat tidak hanya untuk membuat pere ncanaan di masa kini, tetapi juga 
mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. 

Meski terdapat perbedaan jumlah jiwa, data BPS dan Adminduk yang dikeluarkan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) sesungguhnya sudah menyatu. Perbedaan tersebut wajar karena 
perhitungannya memiliki selisih dua bulan. 

Di samping itu, adanya perbedaan angka jumlah penduduk tersebut karena perhitungan BPS 
berdasarkan de facto, sementara Adminduk menggambarkan secara dejure. Perbedaan ini di 
antaranya karena adanya penduduk yang tinggal sementara di kota lain karena alasan 
pendidikan/kuliah atau bekerja.  

Lalu, bagaimana seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi sebesar itu? 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. 
Jika dapat mengelola dengan baik maka hal akan menjadi berkah demografi yang sangat penting 
untuk menopang pembangunan ekonomi. "Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat 
menjadi musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran,"kata 
lda kepada KORAN SINDO kemarin. 

Ida menambahkan, bonus demografi berupa ledakan anak-anak muda usia produktif yang akan 
mencapai puncaknya pada 2030 kini sudah mulai terjadi. Berdasarkan data yang dimilikinya, 2,9 
juta anak usia produktif setiap tahun akan masuk ke pasar kerja. Kondisi ini menjadi tantangan 
yang tidak ringan di sektor ketenagakerjaan karena terjadi di saat Indonesia sedang dilanda 
pandemi Covid-19. Pandemi juga berdampak sangat dahsyat kepada sektor ketenagakerjaan. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, ada puluhan juta orang pekerja ter -dampak 
dan angka pengang-guran melonjak hingga menjadi 9,77 juta orang pada Agustus tahun lalu.  

"Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah, sedang, dan akan terus bekerja keras untuk 
memastikan orang yang belum bekerja dapat bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja. 
Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai terobosan besar," ucapnya. 

Beberapa terobosan yang dimaksud di antaranya memperbaiki program mulai dari hilir seperti 
peningkatan skill dibalai-balai latihan kerja (BLK), membentuk inkubator -inkubator 
kewirausahaan hingga mengembangkan talenta muda berbasis teknologi. 

Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif 
sebenarnya bertambah besar karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain 
di level anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini 
terganggu akibat penerapan 'pembelajaran jarak jauH ( PJJ) atau online. Masalah semakin 
kompleks karena saat penerap-an PJJ ternyata tidak semua siswa memiliki akses yang sama 
akibat keterbatasan gadget maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini dikhawatirkan 
memunculkan fenomena baru berupa lost generation akibat kebutuhan pendidikannya tidak 
terpenuhi secara optimal. 
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Namun, Deputi Bidang Ke-pendudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menyangkal adanya potensi "kehilangan generasi" 
tersebut. Kekhawatiran itu tidak akan terhukti karena sistem pendidikan masih bisa berjalan. 

Menurut Pungky, pandemi Covid-19 tidak serta-merta menghilangkan program-pro-gram rutin 
pemerintah di bidang pendidikan. Pun demikian dengan anggaran untuk pendidikan dasar, 
menengah, dan perguruan tinggi, tidak otomatis hilang karena pendemi . Bahkan, pos anggaran 
pendidikan wajib 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)tetap ada. 
"Enggak akan kehilangan generasi. Lost generation itu kalau betul-betul tidak ada usaha 
melakukan pendidikan. Tidak ada usaha kesehatan. Jadi, masyarakat dibiarkan tidak belajar, 
tanpa fasilitas kesehatan, dan segala macam itu baru lost generation. Itu pun kalau dilaksanakan 
dalam jangka panjang," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. 

Pungky menerangkan, tidak ada orang yang mengharapkan dan siap menghadapi kondisi 
pandemi seperti saat ini. Kondisi dunia pendidikan yang ti-dak menguntungkan karena 
keterbatasan gadget dan akses internet menjadi konsekuensi dari peristiwa yang mendadak. 

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen meminta pemerintah konsis-ten 
mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah 
sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045. "Bonus demografi bisa jadi 
tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola de ngan baik," ucapnya. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kunci dalam menghadapi 
era teknologi informasi (TI) ini adalah mental, karakter, kreativitas, konsistensi,, dan s emangat 
belajar. Nilai-nilai dasar itu harus dipupuk sejak di lingkungan keluarga dan dikuatkan melalui 
pendidikan formal. 

Menurut Nabil, keinginan belajar yang tinggi itu akan mengantarkan generasi bangsa Indonesia 
menguasai kemampuan yang spesifik dan adaptif di era inovasi TI ini. "Pemerintah harus 
memastikan sumber dan infrastruktur belajar bisa diakses dengan mudah dan murah. Bagaimana 
memberi akses internet sampai kawasan pedalaman dan kuota internet itu terjangku," desaknya. 

Di samping itu, harus ada upaya untuk mempermudah investor masuk Indonesia agar lapangan 
pekerjaan terbuka. "Tapi, sekali lagi investor yang ramah lingkungan, yang kehadirannya 
menyejahterakan dan meningkatkan kualitas SDM generasi muda kita," ujar Nabil. 

Sementara itu, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Nopitri W ahyuni mengatakan, 
tantangan demografi di masa pandemi adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh 
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. "Gelombang ting-kat pengangguran 
tersebut juga diperburuk dengan banyaknya lulusan pendidikan vokasional atau pendidikan 
tinggi yang tidak terserap pula di dunia kerja di saat ekonomi sedang resesi,"kata Nopitri kepada 
KORAN SINDO kemarin. 

Meski banyak kebijakan dibuat seperti optimalisasi balai latihan kerja (BLK), Kartu Pra-kerja, 
hingga UU Cipta Kerja, dalam kenyataannya terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki. 
Misalnya, kata Nopitri, terkait penambahan angka pengangguran 2,67 juta orang pada Agustus 
2020 sehingga angkanya menjadi 9,77 juta orang. 

Kondisi ini mendorong adanya peralihan pasar ketenagakerjaan dari sebelumnya sektor formal 
menuju sektor informal. Di samping itu, banyak pula pekerja yang sebenarnya melakukan 
pekerjaan paruh/setengah menganggur. "Dengan kondisi ini kebijakan yang dibuat harus 
menyentuh dua struktur ekonomi, yakni st ruktur formal dan struktur informal. Mendorong 
struktur formal melalui insentif bagi perusahaan atau industri agar ada efisiensi melalui 
pengurangan karyawan. Atau dengan memperluas subsidi gaji karyawan, termasuk bagi pekerja 
sektor informal yang gajinya di bawah Rp5 juta," ujarnya.  
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Untuk mendorong struktur informal, perlu melakukan pendataan besaran pekerja struktur 
informal yang ada, apakah masuk ke UMKM atau lainnya. Selain itu, strategi lain adalah dengan 
mengoptimalkan stimulus dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar 
UMKM berupa bantuan produktif senilai Rp2,4 juta bagi UMKM. "Bantuan modal kerja, 
keringanan/relaksasi kredit, kemudahan dalam regulasi perizinan usaha, harus dipermudah," 
katanya. 

Bagi Nopitri, berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha muda 
direntang usla l6-30 tahun agar tetap bertahan dan berkembang pada masa pandemi. Terkait 
pembinaan untuk tenaga kerja yang kurang terampil (un-skilled) harus dilakukan dengan 
memulai pendataan dan pemetaan. Setelah pemetaan baru dikaitkan dengan industri yang ti dak 
membutuhkan keterampilan tinggi seperti industri konstruksi, operator, atau jasa lainnya.  

fw bahtiar/alexajisaputra/faorickpakp ahan 
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